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TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA OLEH LEMBAGA

Menimbang

. da.

NON PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM

DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28
September 2018 disertai tsunami dan likuifaksi di beberapa
wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berdampak pada kerusakan
hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum
serta korban jiwa sehingga memerlukan tindakan penanganan
serius dan memadai;

.bahwa untuk menangani dampak bencana alam khususnya

masyarakat yang kehilangan tanah atau kehilangan rumah,
rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak
ringan untuk dapat hidup layak dan bermartabat serta aman
terhadap kemungkinan resiko yang timbul di masa yang akan
datang diperlukan langkah cepat dalam penyediaan hunian
sementara;

. bahwa untuk memberikan acuan bagi Lembaga Non Pemerintah

yang ingin berpatisipasi dalam penyediaan hunian sementara
yang layak bagi kemanusiaan perlu menetapkan Pedoman
Penyediaan Hunian Sementara Korban Bencana Alam;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
ketiadaan Perundang-undangan yang memberikan pedoman
bagi Lembaga Non Pemerintah membangun hunian sementara
untuk masyarakat terdampak bencana alam maka perlu
dilakukan diskresi dengan Keputusan Gubernur;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pedoman Penyediaan Hunian

Sementara Oleh Lembaga Non Pemerintah Bagi Korban
Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Tengah;




/

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4.Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

o.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ilﬂjmtfmr 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan

arurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1777);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN

HUNIAN SEMENTARA OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH BAGI
KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

: Menetapkan Pedoman Penyediaan Hunian Sementara Oleh

Lembaga Non Pemerintah Bagi Korban Bencana Alam di Provinsi
Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

: Pedoman Penyediaan Hunian Sementara sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU menjadi standard umum dan panduan strategis
bagi Lembaga Non Pemerintah untuk membangun hunian
sementara bagi korban bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

: Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan

stakeholder terkait melakukan pembinaan dan pengawasan
Penyediaan Hunian Sementara sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU melalui Tim yang dibentuk oleh Gubernur.

: Hunian Sementara yang telah dibangun oleh Lembaga Non

Pemerintah sebelum Keputusan Gubernur ini ditetapkan,
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 369 /436/pv 303 —G-ST/ 208
TENTANG

PEDOMAN PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA OLEH LEMBAGA NON
PEMERINTAH BAG! KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINS! SULAWESI

il L LAY Nl

TENGAH

A. PEDOMAN PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA OLEH LEMBAGA NON
PEMERINTAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PER
KATEGORI KERUSAKAN

KATEGORI A. TANAH/RUMAH B. RUMAH RUSAK C. RUMAH RUSAK
HILANG BERAT dan SEDANG SEDANG DAN
RINGAN
Definisi * Tanah/rumah yang hilang yang * Rumah rusak yang tidak aman = Rumah rusak yang masih
tidak bisa ditempati kembali dan kemungkinan besar harus layak dihuni dan
s Membutuhkan relokasi di bongkar dan dibangun kemungkinan besar bisa
permanen kembali tapi tidak butuh diperbaiki dan tidak butuh
direlokasi di relokasi dan menunggu
* Keluarga vang tidak hasil verifikasi dari
membutuhkan relokasi pemerintah
s Tidak membutuhkan
relokasi
Jenis intervensi * Huntara Kolektif menjadi s Dukungan Hosting « Dukungan Hosting
yvang Sesuai kewenangan Kementerian # Huntara Keluarga » Huntara Keluarga
PUPR ¢ Rumah Tumbuh » Perbaikan dan Retrofit
e Dukungan Hosting
* Huntara Keluarga
Proses » Rencana Program Hunian Semetara dari lembaga kemanusiaan wajib berkoordinasi dengan
persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
{akan lebih di « Lembaga Kemanusiaan memberikan laporan secara berkala kepada Pemerintah Daerah Provinsi
detailkan) Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia Cq. Sub
Klaster Shelter.
Kisaran Biaya 40 -50 juta (per KK) 15-20 juta (per KK) 5-10 juta (per KK)
Jangka waktu dapat dihuni < 2 tahun dapat dihuni < 1 tahun dapat dihuni < 6 bulan
Daya Tahan 4 tahun minimai 2 tahun minimai 1 tahun minimai
Luas lantai 3.5m’ per orang 3.5m per orang 3.5m’ per orang
minimal minimal 17.5m’ per KK minimal 17.5m" per KK, max 5 orang  minimal 17.5m’ per KK max 5 arang
(max 5 orang) Dapat disesuaikan untuk keluarga ya ng Dapat disesuaikan untuk keluarga
lebih besar yang lebih besar
Ketahanan Tahan terhadap cuaca, gempa, lokasi  Tahan terhadap cuaca, gempa, Tahan terhadap cuaca, gempa,
terhadap aman dari longsor, likuifaksi, banjir  lokasi aman dari longsor, likuifaksi, lokasi aman dari longsor
ancaman tau tsunami banjir atau tsunami likuifaksi, banjir atau tsunami
hencana

Privasi Ada sekat untuk privasi Ada sekat untuk privasi Ada sekat untuk privasi




Akses
Disabilitas

Plafon

Konteks
Budaya Lokal

Teras

Air bersih dan
sanitasi

Fasilitas masak

Lokasi

Ventilasi
Drainase

Sampah

Ruang Terbuka

Ketingglan
ruang

Penerangan

Keamanan
Penggunaan
Material

Ramah
Lingkungan

Kelengkapan Isi
Rumah

Kualitas
Material

Keamanan

Setiap unit huntara kolektif harus
rmemiliki

H...-il:l,||"|;!l_,r| LSTIEET n;,rq'nH.”l illrllu 1q-t|.|r,
aksey lancar dari Tempat parkin sampai
ik

satiu W dan tempat mandi il lsif
termsasuk untuk orang dengan kebutuban

LA ITRITE

Setiap bilik dalam unit huntara
kolektif harus memihiki plafan

.
Teras mimimal 2m

Tersedia fasilitas air dan tempat
mandi, WC, dan cuci baju

Tersedia fasilitas masak

* Untuk Huntara Kalektif berlaku
ketentuan: ditempat yang
direkomendasikan aman oleh
Badan Geologi

* 5elain Huntara Kolektif berlaku
ketentuan: tempat asal, atau
ternpat lain atas persetujuan
dari pemilik untuk jangka
waktu yang telah ditetapkan
dan aman untuk sementara.

Ventilasi minimal 1m’ per kamar
+ pintu

Tersedia drainase lengkap dan
berfungsi dengan baik

Memiliki tempat dan
pengelolaan sampah

Tersedia ruang terbuka dan
memastikan ada fasilitas umum
yang terjangkau termasuk
Sekolah Dasar, tempat ibadah,
fasilitas kesehatan.

Ketinggian minimal 2.4m

Tersedia listrik dan penerangan
dalam dan diluar ruangan

Tidak pakai bahan berbahaya,
seperti asbestos atau cat
berbahan timbal

Tidak mengunakan bahan dari
kawasan yang dilindungi

Termasuk Pakaian, tempat tidur,
alat masak dan makan, dl|

Huntara Kolektif mengacu pada
ketentuan yang berlaku pada
Kementerian PUPR.

Setiap keluarga memiliki ruangan
yang bisa dikunci.

Disesuaikan dengan
kebutuhan khusus disabilitas

dari dalam rumah hingga
sampai ke jalan

Disesuatkan dengan kebutuhan
khusus disabilitas dari dalam

rumah hingga sampai ke jalan

Opsional Opsional

solusi yang dipilih di sesuaikan
dengan konteks local

Solusi yang dipilib di sesuaikan
denpgan konteks lokal

Teras minimal 1m’

Akses kepada air sanitasi, dan Akses kepada air sanitasi dan
WC, dan cuci baju wC

Ada akses kepada tempat masak (Memperbaiki dapur dari
rumah asal)

Termpat asal, atau tempat
laom atas persetujuan dari
pemilik untuk jangka waktu
yvang telah ditetapkan dan
aman untuk sementara

Tempat asal, atau tempat laom
atas persetujuan dari pemilik
untuk jangka waktu yang telah
ditetapkan dan aman untuk
sementara

Ventilasi minimal 1m® per kamar Ventilasi minimal 1m’ per
+ pintu kamar + pintu

Memastikan cukup drainase dan Memastikan cukup drainase
aman dari banjir dan aman dari banjir

Memiliki tempat dan Memiliki tempat dan
pengelolaan sampah. Aman dari  pengelolaan sampah. Aman
PUINg-puing dari puing-puing

Memiliki akses kepada ruang
terbuka

Memiliki akses kepada ruang
terbuka

Ketinggian minimal rata-rata Ketinggian minimal rata-rata

Memastikan ada penerangan
dalam dan diluar ruangan

Tidak pakai bahan berbahaya,
seperti asbestos atau cat
berbahan timbal

Memastikan ada penerangan
dalam dan diluar ruangan

Tidak pakai bahan berbahaya,
seperti asbestos atau cat
berbahan timbal

Tidak mengunakan bahan dari
kawasan yang dilindungi

Tidak mengunakan bahan darni
kawasan yang dilindung;i

Memastikan ada tempat tidur,
alat masak dan makan, dil

Dapat menggunakan bahan
bekas bangunan, namun harus
kuat dan aman

Dapat menggunakan bahan
bekas bangunan, namun harus
kuat dan aman

Setiap keluarga memiliki
ruangan yang bisa dikunci.

Setiap keluarga memiliki
ruangan yang bisa dikunci.
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Ada petugas keamanan

Akses Memiliki tempat pakin

Memastikan ada akses jalan Memastikan ada akses jalan
motor/maobil

B. PENJELASAN

1. Pilihan solusi Hunian Sementara

Solusi hunian dibawah adalah pilihan dengan mempertimbangkan kebutuhan keluarga

dengan situasi dan sumber daya yang berbeda. Semua solusi ini bertujuan untuk bisa

mendapatkan kehidupan yang aman dan bermartabat dengan jangka waktu yang
ditetapkan dan membantu keluarga dalam masa peralihan ke kehidupan yang normal dan
lebih aman terhadap kemungkinan resiko yang timbul di masa yang akan datang.

2. Huntara kolektif

Huntara Kolektif merupakan program penampungan sementara secara kolektif dan lengkap,
harus dirancang untuk memastikan bantuan penampungan sementara yang aman,
memadai dan tepat sebagai solusi menjembatani bagi keluarga yang rumahnya hilang atau
tinggal di daerah berisiko tinggi sambil menunggu bantuan relokasi permanen. Program
huntara kolektif akan memerlukan peningkatan program air bersih, sanitasi dan promosi
kesehatan serta bantuan sosial yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan standar yang

ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Dukungan ‘Hosting’

Program ‘hosting’ dirancang untuk menampung keluarga yang rumahnya berada di daerah
beresiko ke rumah atau keluarga yang berlokasi ditempat yang aman sebagai solusi
sementara. Program ini  dimungkinkan termasuk bantuan keuangan, fisik atau sosial
termasuk perbaikan dan perluasan rumah. Dukungan ini harus tetap fleksibel untuk

mengatasi kebutuhan dan kapasitas yang berbeda dari keluarga tuan rumah dan keluarga
yang menumpang.

4. Program Huntara Keluarga

Program Huntara Keluarga, adalah program penampungan sementara yang disediakan bagi
keluarga di lokasi asal atau tempat yang aman dan mendapatkan ijin dari pemilik tanah
dengan jangka waktu yang disepakati. Program ini dapat berupa dukungan teknis atau fisik
untuk desain dan konstruksi, material, tenaga buruh atau dukungan uang tunai, dimana
harus memenuhi standar dan jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Rumah Tumbuh
Program Rumah Tumbuh bertujuan untuk

e menyediakan rumah/ruang inti yang dapat dikembangkan di masa depan; atau

e kerangka rumah permanen dengan material dinding sementara yang dapat di
kembangkan di masa depan.

Program Rumah Tumbuh akan dapat menyediakan pilihan desain untuk kemudian akan bisa

ditambahkan atau diperluas pada masa yang akan datang. Semua pekerjaan konstruksi

harus di rancang tahan gempa dan sesuai dengan Pedoman Teknis Permbangunan Rumah

Sederhana Sehat | 1), Terdapat beberapa pilihan atau metode

dalam pelaksanaan program ini (dikerjakan secara langsung, tidak langsung, uang tunai,
pelatihan, kontraktor, program pemerintah, atau kemitraan dengan lembaga lainnya) serta
menggunakan material/bahan, uang tunai, tenaga kerja dan dukungan teknis sebagai ragam

jenis bantuan. Program ini harus memenuhi semua prinsip, indikator dan standar minimum
perlindungan rumah,



6. Perbaikan dan Retrofit
Program Perbaikan dan Retrofit bertujuan untuk membantu keluarga memperbaiki dan
meningkatkan ketahanan struktural rumah terhadap resiko di masa depan. Program ini
tergantung pada kebutuhan, dan mereka dimungkinkan untuk menerapkannya bisa dalam
bentuk kombinasi bantuan tunai, material/bahan dan dukungan teknis kepada pemilik
tanah/rumah dan penyewa. Retrofit secara khusus bertujuan memperkuat struktur
bangunan yang ada untuk bisa bertahan dalam menghadapi bencana.
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GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LDNGI(I DJANGGOLA
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